
BUPATI OGAN KOMERING ULU T IMUR 
PROVINS! SUMATERA SELATAN 

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR 

NOMOR 57 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR 
NOMOR 53 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA 

BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR 
T AHUN ANGGARAN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa dengan adanya penambahan jenis dan harga 
barang /jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan 
Komering Ulu Timur, maka perlu dilakukan penyesuaian 
Standar Satuan Harga pada lampiran Peraturan Bupati 
Ogan Komering Ulu Timur Nomor 53 Tahun 2020 sesuai 
dengan ketentuan Pasal 5 1  ayat (5) Peraturan Pemerintah 
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a di atas, perlu diatur dan 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu 
Timur. 

1 .  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ) ;  

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
.Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4287); 

3 .  Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten 
Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 1 
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran/ 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4609); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 1 1 4 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

9.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 63); 

1 1.  Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 
Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 

12 .  

13 .  

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 
tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 2083); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor( 
1781 ) ;  



14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 
Nomor 6 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering 
Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering 
Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 
Tahun 2017 Nomor 1) .  

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR 
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN 
KOMERING ULU TIMUR NOMOR 53 TAHUN 2020 TENTANG 
PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH 
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 
ANGGARAN 2021.  

Pasal I 

Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur 

Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Pemerintah 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Timur Tahun 2020 Nomor 53) diubah sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Ogan Komering 
Ulu Timur. 

fH, LANOSIN 

Ditetapkan di Martapura 
pada tanggal 25 tober 2021 

BUPATI O K ERING ULU TIMUR, 

Diundangkan di Martapura 
pada tanggal a6 Oktober 2021 

0 SEKRETARIS DAERAH f f KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR, 

/ 

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2021 NOMOR S7 


